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1.1. Latar Belakang
Kriminalitas merupakan isu sosial yung menjadi fokus utama dalam
pembangunan nasional. Tingginya angka kejahatan tidak hanya menunjukkan

terhadap individu, tetapi juga berbaga c pelanggaran terhadap hak milik,
ketertiban umum, serta aktivitas memgshnmu}ramkntdan
negara (Mustofa, 2021). Oleh karena itu, kriminalitas merupakan fenomena
hukum sekaligus sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur
masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusi
sumber days ekonomi.



Perbednan karakter kriminalitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan
menjadi semakin kontras ketika dilihat dalam konteks DKI Jakarta sebagai
pusat meetropolitan dan magnet migrasi nasional. Berbeda dengan dess yang
memiliki ikatan sosial kuat dan kontrol sosial informal yang relutif efektif,
Jakarta menghadapi arus urbanisasi finggi yang mendorong peningkatan
kepadatan pendudik serta heterogenit .

tantangan kriminalitas yang semakin kompleks, terutama di wilayah perkotaan.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diiringi pemerataan kesejahteraan
kelompok masyarakat rentan yang mudah terdorong pada aktivitas kriminal,



Situasi tersebut berpotensi memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan
{Carolin & Kurniati, 2025).

Dalam hal ekonomi perkotaan, konsep expecred wrifity menjadi sangat
relevan dalam menjelaskan kecenderungan individu melakukan kejahatan.
dapatan rill, serta. ketidakpastian

inal sebagai alternatif untuk

kecenderungan kelompok masyarakat tertentu untuk terlibat dalam tindak
kriminal, khususnya di wilayah perkotaan dengan kompetisi kerja yang intens
serta tingginya biaya hidup {Syam et al., 2024),

Meskipun demikian, pendekatan rasional dalam teori ekonomi kejahatan

tidak sepenuhnya mampu menjelaskan seluruh fenomena kriminalitas,



Beberapa bentuk kejahatan, terutama kejahatan kekerasan, sering kali
dipengaruhi oleh faktor emosional, lingkungan sosial, dan tekanan struktural
yang bersifat non-ckonomi, Oleh karena itu, analisis kriminalitas perlu
dilengkapi dengan pendekatan sosial dan  struktural agar mampu
menggambarkan hubungan kompleks antara kondisi ckonomi dan perilaku
kriminal secara lebih komprehiens

menunjukkan bahwa kriminalitas di DK1 Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor keamanan semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial
serta ekonomi masyarakat perkotaan (Tacna & Yusuf, 2025).
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Dari Gambar 1.1, jumlah kejahatan tertinggn di Pulay Jawa tercatar pada
wilayah hukum DKI Jakarta dengan total 77.261 kasus, jmhmhmpaul
provinsi lainnya. Posisi bertkutnya ditempati oleh Jawa Timur dengan 60.102
kasus, disusul Jawa Tengah sebesar 41460 knsus dan Jaws Baral sebesar
37,636 kasus. Sementara itu, DI Yogyakarta dan Banten mencatat angka vang
relutif lebih rendah, mﬁa’:mﬁng sebesar 11,659 ﬂtl hlﬁﬂ-hasus Data
kriminalitas antarprovinsi menunjukkan adnya perbedaan yang signifikan
antarwilayah di Indonesia. Beberapa provinsi mencatat jumlah kejahatan yang
jauh lebih tinggi dibandingkan wilsyah lain. Perbedaan ini tidak terlepas dari
karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Wilayeh dengan aktivitas
ekonomi tinggl cenderung memiliki dimamika kriminalitas yang lebih
kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas memiliki pola spasial yang

berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi daerah (Dede et al.. 2009),



Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa DKI Jakarta menempati posisi
tertinggi dalam jumlah kasus kriminalitas dibandingkan provinsi lainnya di
pulsu Jawa. Tingginya angka kriminalitas di Jakarta menunjukkan besamya
tantangan sosial ekonomi yang dihadspi wilavah ibu kota negara Jika
dianalisis menurul kondisi sosial ekonominya, wilayah dengan angka
kejahatan tertinggi seperti Polda DK Jakarta dan Jawa Timur di pulau Jawa
dan aktivitas urban yang dinamis (Badan Pusat Statistik. 2025), Jakarta sebagai
ﬁkﬂm negara haw sebagni pusat penm,'puﬂﬂgangm dan jasa

 yang menarik arus migrasi dari berbagai daerah. Tingzinya mobilitas penduduk
Wﬁn kompleksitas permasalahan sosial, Fmaamm. ekonomi yang
ketat turut menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, Kondisi ini
herpotensi menmgkstkun tingkat kriminalitas di wilayah tersebut (Stiawan &
Yusuf, 2025)
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Tingkat kriminalitas dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori berdasarkan rentang nilai indeks selama periode 2022-2024. Menurut
klasifikasi tingkat kriminalitas berbasis interval data. kategori rendah
ditetapkan pada milai < 2.50, kategori sedang padn rentang 2.51-3,50, dan
kategori tinggi pada nilai > 3,50. Berdasarkan klasifikasi tersebut, wilayah

dan Selatan memiliki kepadatan penduduk tinggt serta aktivitas ekonomi yang
dinamis sebagai bagian dari kawasan penyangga pusat bisnis dan permukiman
padat.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan kriminalitas di Jakarta
Selatan menjadi 4,38 atau naik sebesar 0,95 pain dibanding tahun sebelumnya.



Jakarta Timur juga mengalami kenaikan menjadi 3,90 atau meningkat sebesar
0.30 poin. Sebaliknya, Jakarta Pusat mengalami penurunan dari 2,71 menjadi -
160, menunjukkan kontraksi signifikan sebesar 4,31 poin. Jakarta Barat turun
menjadi 2,23, sementara Jakarta Utara turun menjadi 2,56, Kepulauan Seribu
Jjuga mengalami penurunan lebih dalam menjadi -1.60. Kenaikan di wilayah
dengan konsentrast aktivitas Mw nungl.ndlkﬂmkan sdanya korelasi
antara dinamika pasar kerja metre
mekﬂmsla.hkmmdmpﬂuung teqaudmy.ﬂndnkkmnmaL
Pada tahun 2024, kondisi kriminalitas genderung lebih stabil dan merata.
Jakarta Selatan mengalami penurunan dari 4.38 menjadi 2,74 atau turun
sebesar 1,64 poin. Jakarta Timur turun menjadi 2,68, Jakaria Barat meningkat
kembali menjadi 2.77, sedangkan Jakarta Utara turun tipis menjadi 2,45,

i 'rrbubil‘fhlpdududuh sertn intensitas

Kepulauan Seribu menunjukkan perbaikan dari -1.60 menjadi -0.12. meskipun
masih berada pada tren penurunan secars agregat. Stabilitas relatif ini dapat
mencerminkan.  penyesusian  pascapemulihon ekonomi serta dinamika
tekanan biaya hidup yang tinggi di ibu kota,

Fluktuasi kriminalitns  selama periode hm:hul dipengaruhi  oleh
perubahan kondisi ekonomi pascapemulﬁnn pandemi, tingginya mobilitas
penduduk akibat urbanisasi, serfa intensitas kompetisi di pasar kema
metropolitan. Wilayah dengan konsentrasi pusat bisnis, perdagangan, dan
permukiman padat cenderung menunjukkan tingkat krimiealitas yang lebih

dinzmis dibandingkan wilayah dengan karakter geografis terbatas seperti



Kepulauan Seribu. Hal ini menegaskan bahwa kriminalitas di DKI Jakarta tidak
berdiri sendiri sebagai fenomens keamanan, melainkan berkelindan dengan
tekanan urban, kempetisi ekonomi, serta kepadatan aktivitas sosial yang tinggi,

Jakarta memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan

ntrasi modal, mvestasi, dan peluang

pekerjaan formal menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Kondisi ini
berpotensi memperkuat siklus kemiskinan perkotaan dan memperlebar
ketimpangan sosial, sehingga kriminalitas tidak hanya menjadi akibat dari



permasalahan sosial ekonomi, tetapi juga faktor yang memperparah
ketimpangan dalam pembangunan (Yura et al.. 2021).

Dampak kriminalitas terhadap pembangunan menunjukkan bahwa
persoalon kejahatan di kota metropolitan tidak dapat ditangani semata-mata

ketimpangan akses terhadap sumber daya kota dan memperlihatkan bagaimana
tekanan kompetisi ekonomi turut memengaruhi kualitas tempat tinggal
masyarakat (Rizkita et al.. 2025).
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Dari perspektif kriminologi, kondisi hunian yang tidak layak berpotensi
menmgkatkan tingkat knminalitas melalui melemahnya kontrol sosial dan
meningkatmya disorganisasi sosial. Lingkungan permukiman yang padat
kumuh, dan minim pengawasan sosial cenderung menciptakan ruang yang
kondusif bagi terjadinya tindak knimumal, terutama di wilayah metropolitan
dengan mobilitas fingei. Teori disorganisasi. sosiol menjelaskan bahwa
ketidakterturan lingkungon fisik dan sosial dapat mengurangi kemampuan
masyarakat dalam mengendalikan perilaku menyimpany. Dengan demikian,
hunian tidak loyak menjadi salah satu fakior struktural yang berkontribusi
terhadap meningkatnya kriminalitas di wilayah metropolitan seperti ibu kota
negara (Rizkita et al. | 2025),
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Gambar |. 3 Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak di DKI Jakarta
Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik tingkat hunmian layak, pada tshun 2022 Kepulzuan

Sertbu memiliki nilai sebesar 2,67, kemudian meningkat signifikan menjadi



441 pada tahun 2023 atau naik sebesar 1,74 poin. Pada tahun 2024 nilai
tersebut sedikit menurun menjadi 4.39 atau turun sebesar 0,02 poin dibanding
tahun sebelumnya. Peningkatan tajam pada 2023 dapat dikaitkan dengan
perbaikan kualitas permukiman serta intervensi pembangunan infrastrukiur

nada 2024 menunjukkan kondisi yang relatif

2022 menjadi 381 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,36 pain, kemudian
menurun menjadi 3,70 pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,11 poin.
Penurunan ini dapat berkaitan dengan keterbatasan lahan senia tingginya
tekanan permukiman di kawasan pusat aktivitas ekonomi. Jakarta Barat

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 3,63 pada tahun 2022
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menjadi 4,17 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,54 poin, lalu sedikit menurun
menjadi 4.10 pada tahun 2024, Kenaikan tersebut kemungkinan dipengaruhi
oleh pembangunan kawasan hunian baru serta revitalisasi lingkungan
permukiman perkotaan.

 tatiun 2023 atau naik sebesar 0,84

unggmynhm}mpmperﬁ.limmlpﬂngm i mrhndnphlmlan!a}.rnkiui
menunjukkan bahwa pertumbuhan perkotaan di Jakarts belum sepenuhnya
diikuti pememtaan kualitas tempat tinggal, sehingga berpotensi memengaruhi
stabilitas sosigl serta meningkotkan kerentunan sosial-skonomi masvarakat

perkotaan.
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Kemiskinan merupakan faktor ekonomi utama yang sering dikaitkan
dengan tingkat kriminalitas suatu wilayah. Secara konseptual, kemiskinan
dipandang bukan hanya sebagai kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi
juga sebagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjsan yang layak,
dan kesempatan ekonomi. Di wilayah perkotann seperti Jakarta, kemiskinan

kejahatan, individu yang berada dalam kon
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Kemiskinan DKI Jakarta Periode 2022 - 2024
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struktur ekonomi vang relatif kuat.

Jakarta Timur pada tahun 2022 sebesar 3,66, meningkat menjadi 4,03
pada 2023 atau naik 037 poin. Pada 2024 sedikit turun menjadi 397 atau
berkurang (.06 poin. Kenaikan pada 2023 dapat dipengaruhi oleh tekanan
ekonomi dan kenaikan biaya hidup. sedangkan penurunan di 2024
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pada tahun 2022 sebesar 3,45, meningkat menjadi 3,81 pada 2023 atau naik
0,36 poin, kemudian turun menjadi 3,70 pada 2024 atau berkurang 0,11 poin,
Pola ini menunjukkan adanya flukiuasi yang dipengaruhi oleh dinamika

periode pengamatan. Meskipun terdapat kecenderungan perbaikan di beberapa
wilayah, tingkat kemiskinan di wilayah tertentu masih relatif lebih tinggi
daripada wilayah lainnya. Perbedson ini mengindikasikan bahwasannya
distribusi kesejahteraan di DKI Jakarta belum sepenuhnya mersta. Wilayah
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dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi umumnya menghadapi tekanan
ekonomi yang lebih besar. terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar di
tengah biaya hidup perkotaan yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menciptakan
kerentanan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang
mkhusif.

inalitas dopat dijelaskan melalui

Gambar 1. 5 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk DKI Jakaria
Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)
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Dari grafik tingkat pendidikan, Kepulauan Sembu pada tahun 2022
sebesar 2.20. Pada tahun 2023 milainya tetap 2.20 sehingpa tidak mengalami
perubahan. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.23 atau naik sebesar
0,03 poin. Kenaikan ini merunjukkan adanya perbaikan akses otau partisipasi
pendidikan, meskipun peningkatannyaselatif kecil dibanding wilayah lain.
Jakarta Selatan padiitahun 2022 sebesar 246, dan pada 2023 tetap di angka
246 selw tidak ralami ruml:ih:m.. Pada tahun 2024 meningkat
menjadi 2 48 atau naik sebesar 0,02 poin. Stabilitas ini menunjukkan bahwa
wiliyah dengan struktur ekonomi kuat cenderung memiliki tingkat pendidikan

. yang sudah relatif tinggi dan stahil.

Jakarta Timur pada tahun 2022 yakni 2,46, meningleat menjadi 247 pada

2023 atau naik schesar 0,01 poin. Pada 2024 kembali meningkat menjadi 245

atay bertambah 0.01 poin. Kenaikan bertahap ini me[l_gindikunih'm:urdnpnt
penimgkatan kualitas SDM secara gradual. Jakarta Pusat pada tahan 2022 yakni
244, meningkat menjadi 2,45 pada 2023 atau naik 0,01 poin, dan pada 2024

Jakarta Barat pada tahun 2022 yakni 2.41, meningkat menjadi 2,42 pada
2023 atau naik 0,01 poin, dan pada 2024 tetap di angka 2.42. Peningkatan yang

m“ﬂ“lmm}lal ini menunjukkan

sangat kecil ini mengindikasikan perbaikan yang berjalan fambat. Jakarta Utara
pada tahun 2022 sebesar 2,38, dan nilainya tetap sama pada 2023 dan 2024
schingga tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan stagnasi dalam

peningkatan capaian pendidikan di wilayah tersebut. Secara umum, tingkat



pendidikan di DK Jakarta menunjukkan tren stabil dengan kenaikan yang
relatif kecil. Hal imi mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di wilayah
metropolitan. sudah  berads pada level yang relatif mapan, namun
peningkatannya tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Grafik tingkat pendidikan menumjukkan adanya tren peningkatan yang
relatif konsisten' di, hampir: seluruh mhylh DKl Jakarta. Hal im
mengindikasikan perbaikan akses dan partisipast pendidikan dalam beberapa
tahun terakhir. Namun demikian. perbedaan capwan anfarwilayah masih
teriihat, yang menunjukkan sdanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia

 di tingkat Iokal. Kondisi tersebut penting dicermati karena pendidikan berperan

M ‘modal manusia yong menentukan  peluang ekonomi hﬂﬂdu
gan tingkat pendidikan dapat berdampak pada variasi kemampuan

nmjﬂﬂhdﬂ.um mengakses pekerjaan formal dan pendapatan yang stbil.

‘Pengeluaran  masyarakat  sering  digunakan  sebagai indikator
hm_puhmmm ekonomi riil yang mncennmknuw konsumsi rumah
tungga. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, rata-rata pengeluarmn masyarakat
mﬂwmﬁ#m daerah lnin akibat mahalnya bimya hidup,
termasuk kebutuhan pengan, perumashan, transporfasi, dan layanan publik.
Tingginya pengeluaran tidak selal dliil.'ing_xi.'déngnn peningkatan pendapatan

vang seimbang. sehingga menciptakan tekanan ekonomi vang signifikan bagi
kelompok berpenghasilan rendah dan menengah (Febriani, 2025).
Tekanan ekonomi akibat tingginya pengeluaran rumah tangga dapat

meningkatkan kerentanan terhadap tindakan kriminal, terutama kejahatan yang



bersifat oportunistik. Ketika pengeluaran melebihi kemampuan pendapatan,
individu menghadapi risiko ketidakstabilan ekonomi yang dapat mendorong
perilaku menyimpang. Dalum konteks ini, rata-rata pengeluaran masyarakat
menjadi variabel penting untuk memahami bagnimana tekanan biaya hidup

ningkatnya kriminalitas, Oleh karena itu,

fa Tahun 2022-2024
1

Kepulauan Seribu pada
tahun 2022 sebesar 14,09 dan tetap sama pada 2023. Namun pada 2024
meningkat menjadi 14,16 atau naik sebesar 0,07 poin. Kenaikan ini dupat
dipengaruhi oleh meningkatnya biava kebutuhan pokok dan inflasi di wilayah
kepulauan. Jakarta Selatan pada tahun 2022 sehesar 14,79, meningkat menjadi
14,82 pada 2023 atau naik 0,03 poin. Pada 2024 kembali meningkat menjadi
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15.00 atau bertambah 0,18 poin. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan daya
beli sckaligus tingginya biaya hidup di wilayah dengan aktivitas ekonomi
iy

Jakarta Timur pada tahun 2022 sebesar 14,39, meningkat menjadi 14,74

pada 2023 atau naik 0,13 poin, namup pada 2024 sedikit turun menjadi 14,70

ng .04 poin. Fluktuasi ini
menunjukkan dinamike 1 ulti bleh tekanan biaya hidup
dan kondisi ekonomi wilayah pesisir. Secara umum. pengeluaran masyarakat
di DKI Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2023 dan mengalami
penyesuaian pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan inflasi,
kenaikan harga kebutuhan pokok. serta pemulihan aktivitas ekonomi

pascapandemi.
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Berdasarkan grafik pengelusran masyarakat. terlihat adanya tren
peninghkatan secara umum pada sefuruh wilayah admimstrasi. Peningkatan ini
mencerminkan tmgginya biaya hidup di wilayah metropolitan sekaligus
menunjukkan daya beli yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain di
Indonesia. Namun demikian, kenatkan pengeluaran tidak selalu mencerminkan
peningkatan kesejablersan yang merata, karena dupat pula dipengaruhi oleh
inflasi dan tekanan harga kebutuhan pokok. Perbedaan. tingkat pengeluaran
antarwilwyah menunjukkan ."miu‘i.kemnmpunn ekomomi rumah tangga, yang
berpotensi menciptakan ketimpangan sosial apabila tidsk diimbangi dengan
Fﬂllmhlhim pendapatan yang seimbang.

‘Meski banyuk penelitian telah mengeksplorasi pengarub antara konidisi

omi dan tingkat kriminalitas di berbagai negara, temuan empiri:

menunjukkan hasil yang beragam tergantung konteks geografis dan indikator
yang digunakan. Penelitian oleh Gazilas (2024) yang mengkaji 15 negara
Eropa menemukan bahwa indikator-indikator ekonomi seperti GIP per capita
wm MW mﬂumjukhu_.'hﬁmgan positif dengan
kriminalitas dafam kenteks negara-negara uﬁtt]il'upa namun mekanisme
pengaruhnya belum sepenuhnya dibahas dalam ranah konteks negara
berkembang maupun di wilayah perkotzan besar seperti DKI Jakarta.
Penelition tersebut menekankan pentingmya mempertimbangkan variabel-
variabel ekonomi makro sekaligus perbedaan struktur sosial ekonomi dalam

analisis kriminalitas, tetapi belum menyentuh secara spesifik bagaimana



karakteristik ekonomi suatu ibu kota negara memengaruhi dinamika
kriminalitas. Gap ini menunjukkan perfunya kajian yang memperiuas analisis
determinan ekonomi pada kota metropolitan dengan tekanan urbanisasi tinggi
dan ketimpangan sosial vang tajam, terutama dalam kosus TKN sebagni ibu
kota baru yang memiliki dinamika ckanomi yang berbeda dengan kota-kota

tradisional di negara lai

minalits d[‘ﬂliﬂ!ﬂlhhkﬂ'ﬂllﬁgml

pendapatan, dan tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta sebagai ibu kota
negara, maka perlu dianalisis berbagai faktor ekonomi yang memengaruhi
kriminalitas di wilayah metropolitan. Hal tersebut merujuk pada judul
penelitian "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di DKI Jakarta".
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1.2. Rumusan Masalah
Fenomena kriminalitas di DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dan
dinamika sosial-ekonomi yang kempleks di wilaysh perkotaan. Ketimpangan
akses terhadap sumber daya dasar serta tekanan hidup di ibu kota menciptakan

i i

I. Uniuk menganalisis pengaruh hunian layak terhadap kriminalitas di DKI
Jukarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di DKI
Jakarta.



3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di
DK Jakarta.

4. Untuk menganalisis pengaruh  pengeluaran  masyarakat techadap
kriminalitas di DK Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Ay
...............

mengkaji ckonomi  yang berpengaruh  pada
kriminalitas. pemerintah bisa melakukan intervensi yang lebih tepat
sasaran, seperti program peningkatan lapangan kerja. redistribusi
kesejahteraan, dan peningkatan kualitas layanan sosial untuk
menekan tingkat kriminalitas.
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mengembangkan
kemampuan
khususnya dalam hal analisi akademik dan  profesi
analisis data elonomi dan sosial, -
penyvusunan

. )
ckonomi dar pii p ..': u.-.. i mgm ik

Bab 111 Metode Penelitian
Bab ini
menjelaskan metod
penelitian, jenis dan yang diterapkan pada studi.
sumber data, definisi termasuk. objek
A
mhi'mtﬂm
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sistematis serta ilmiah.

Bab IV Analisis dan Pembahasan
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